
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Arsip Inaktif;

BUPATITAPIN,
a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman

bagi Pencipta dan Pengelola Arsip dalam

melakukan Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan
Arsip Inaktif;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PEDOMANPENGELOLAANARSIPINAKTIF

TENTANG

PERATURANBUPATITAPIN
NOMOR 57 TAHUN2021

BUPATITAPIN
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

I

Mengingat

Menimbang

"
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6322);

10.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor78 Tahun

2012 tentang Tata Kearsipan di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1282), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor78 Tahun

2012 tentang Tata Kearsipan di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor1953);

11.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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12.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(LembaranDaerah Kabupaten Tapin Tahun 2008
Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tapin Nomor09 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor05 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran

Daerah Kabupaten TapinTahun 2015 Nomor09);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabupaten TapinTahun 2012 Nomor01);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor09),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaaten Tapin Nomor09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten
TapinTahun 2019 Nomor10);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
(LembaranDaerah Kabupaten Tapin Tahun 2020

Nomor02);
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PEDOMANMenetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGELOLAANARSIPINAKTIF.

MEMUTUSKAN:

16.Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2016 Nomor25), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor39);
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BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpm

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Tapin.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelanggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat
Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum

Daerah, dan Kecamatan.



10.Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD
adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah.
11.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan

otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab
dibidang pengelolaanArsipDinamis.

12.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
Kearsipan.

13.Unit Kerja adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang
mernpunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip
yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di

lingkungannya.
14.Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip

Dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi
penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan
Arsip.

menurun.

5. Kearsipanadalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai

bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan yang dibuat dan diterima oleh LembagaNegara, Pemerintah,
LembagaPendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi

Kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara.
7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung

dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka
waktu tertentu.

8. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi

dan/ atau terus menerus.
9. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah
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15.KlasifikasiArsipadalah penggolongannaskah dinas berdasarkan
rnasalah yang terkandung didalarnnyadan rnerupakan pedornan
untuk pengaturan, penataan dan penernuan kernbaliArsip.

16.KodeKlasifikasiArsip adalah bagian dari klasifikasi Arsip yang

rnenjadi tanda pengenal urusan dalarn bentuk angka yang
berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas diternpat
penyirnpanannya.

17.Pernberkasan adalah penernpatan naskah ke dalarn suatu
himpunan yang tersusun secara sisternatis dan logis sesuai

dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi sutu berkas
karena rnemiliki hubungan informasi, kesarnaan jenis atau
kesarnaan rnasalah dari suatu unit kerja.

18.Deskripsi Arsip adalah perekarnan isi informasi yang ada pada

setiap berkas Arsip.

19.Nornor Definitif adalah nomor berkas yang tetap setelah
dilakukan penggabungan berkas yang sarna dan dibuat
daftarnya.

20. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jurnlah Arsip
dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit

kearsipan pernusnahan Arsipyang tidak mernilikinilai guna, dan
penyerahan ArsipStatis kepada lernbagakearsipan.

21. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyirnpanan yang wajib
dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.

22.Jadwal RetensiArsipyang selanjutnya disebut JRAadalah daftar

yang berisi paling sedikit jangka waktu penyimpanan atau
retensi, jenis Arsip dan keterangan yang berisi rekornendasi
tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai
kernbali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai
pedornanpenyusutan dan penyelarnatkanArsip.

23. Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan,
kearnanan dan keselarnatan Arsip baik fisik rnaupun
informasinya.
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24. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan

Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.

25. Asal Usul Arsip adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip

tetap terkelola dalam suatu kesatuan pencipta arsip

(provenance), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari
pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks

penciptanya.
26.Asas Aturan Asli adalah asas yang dilakukan untuk menjaga

arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (original

order) atau sesuai dengan pengaturan ketika Arsip masih
digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PenciptaArsip.

27.Alih Media Arsip adalah transfer informasi dari rekaman yang
berbasis kertas kedalammedia lain dengan tujuan efisiensi.

28.Pusat Arsip atau Records Center adalah gedung atau ruangan
dengan spesifikasi tertentu untuk menyimpan, memelihara,
merawat serta mengelolaArsipInaktif.

29.Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari
kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana
bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.

30. PengelolaArsip adalah orang yang diberikan kewenangan oleh
pimpinan organisasi dalam menjalankan fungsi, tugas dan

tanggungjawabdalam melaksanakan kegiatan pengelolaanArsip

di unit kerja/organisasi.
31. Out Indicator adalah alat yang digunakan untuk menandai

adanya keluar Arsipdari laci atau filling cabinet.

32. Guide adalah sekat yang digunakan sebagai pembatas/penyekat
antara kelompokberkas yang satu dengan berkas yang lain atau
penunjuk antara kode yang satu dengan yang lain sesuai dengan
pembagiandalam klasifikasiArsip.

33. Folder adalah sarana tempat penyimpanan Arsip kertas yang
terbuat dari manila karton, memilikibentuk seperti map dangan
tab atau bagian menonjoldisebe1ahkanan atas.
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BABIII
RUANGLINGKUP

Pasal4

Ruang lingkup pengelolaanArsip Inaktif yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini meliputi pemeliharaan dan pengunaan Arsip Inakatif,
penyediaan sarana dan prasarana kearsipan serta pengembangan
sumber daya manusia di bidang Kearsipan.

Pasal3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin
ketersediaan Arsip Inaktif sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja.

BABII
MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan
pedoman dalam rangka pengelolaan Arsip Inaktif di lingkungan
Pemerintah Daerah.

34. Boks Arsip adalah sarana tempat penyimpanan Arsip Inaktif dan

Arsip Statis dalam bentuk kertas yang diletakkan dalam rak

Arsip, terbuat dari beberapa lapisan kertas medium

bergelombang dengan kertas lainer sebagai penyekat dan

pelapisnya.

35. Rak Arsip adalah lemari tanpa pintu tempat penyimpanan Arsip

yang disusun secara lateral (menyamping).
36. Kertas Kissing adalah kertas coklat dengan gramatur 80 gram.
37. Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah yang selanjutnya

disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah

KabupatenTapin.
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(2) Pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan di Unit Kearsipan melalui kegiatan:

a. pengaturan fisik arsip;

b. pengolahan informasi arsip; dan

c. pembuatan daftar inaktif.

(3) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud ayat (1)meliputi:

a. penataan arsip inaktif teratur; dan

b. penataan arsip inaktif tidak teratur.

(4) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3)menjadi tanggungjawab Pimpinan Unit Kearsipan.

Bagian Kedua

Penataan Arsip lnaktif

Pasal6

(1) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan asal usul dan asas

aturan asli.

a. penataan;

b. penyimpanan;

c. alih media arsip; dan

d. perlindungan arsip.

(3) Pemeliharaan Arsip Inaktif menjadi tanggungjawab Unit

Kearsipan.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal5

(1) Pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan

dan keselamatan arsip.

(2) Pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui kegiatan:

BABIV

PEMELIHARAAN
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k. melakukan uji coba penemuan kembali arsip; dan
1. melakukan pencetakan dan penjilidan daftar arsip serta

meminta persetujuan dari KepalaUnit Kearsipan melakukan
pencetakan dan penjilidan daftar arsip serta meminta
persetujuan dari KepalaUnit Kearsipan.

1) pencipta arsip;
2) unit pengolah;

3) nomor arsip;
4) kode klasifikasi;

5) uraian informasiarsip;

6) kurun waktu;
7) jumlah; dan

8) keterangan.

Pasal 7

(1) Arsip Inaktif teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(3) huruf a yaitu Arsip Inaktif yang semasa aktifnya telah ditata

berdasarkan suatu sistem Kearsipan tertentu dan masih utuh

penataannya.

(2) Tahapan penetapan Arsip Inaktif teratur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)meliputi kegiatan:

a. menentukan skema penataan arsip;

b. mendeskripsi arsip;

c. menyampul fisik arsip dengan kertas kissing;

d. mengubah posisi fisik berdasarkan deskripsi arsip yang

meliputi kegiatan mengelompokkan fisik arsip berdasarkan

klasifikasi arsip;

e. memberikan nomor defmitif fisik arsip;

f. menata fisikarsip kedalam boks;
g. memberikan label pada boks arsip;
h. mentukan lokasi penyimpanan arsip;

1. mengatur boks arsip dalam rak;
J. menyusun daftar arsip inaktif sekurang-kurangnya memuat

informasi:
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1) pencipta arsip;
2) unit pengolah;
3) nomor arsip;

4) kode klasifikasi;
5) uraian informasiarsip;
6) kurun waktu;
7) jumlah; dan
8) keterangan.

Pasal8

(1) Arsip Inaktif tidak teratur sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6

ayat (3) huruf b yaitu Arsip Inaktif yang sistem penataannya

tidak dapat disusun kembali seperti pada waktu aktif, tidak

ditata sebagaimana ketentuan tata kearsipan, tercampur aduk

antara Arsip dengan non Arsip, permasalahan satu dengan yang

lain, berbagai masalah jadi satu dan bercampurnya tahun Arsip

tercipta.

(2) Tahapan penataan Arsip Inaktif tidak teratur sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. melaksanakan survey Arsip yang meliputi kegiatan
indentifikasi Arsip, penyusunan skema penataan,
penyesuaian struktur organisasi dan penghitungan volume
Arsip;

b. melaksanakan pemilahan yang meliputi kegiatan pemisahan

Arsip dan non Arsip serta rekonstruksi informasi Arsip

berdasarkan skema yang telah ditetapkan;

c. mendeskripsi Arsip;

d. memindahkan posisi fisik berdasarkan Deskripsi Arsip yang

meliputi kegiatan mengelompokkan fisik Arsip berdasarkan

klasifikasi Arsip;

e. memberikan nomor definitif fisik Arsip;

f. menata fisikArsipkedalam boks;
g. memberikan label pada BoksArsip;
h. menentukan lokasi penyimpananArsip;
1. mengatur BoksArsipdalam Rak;
J. menyusun Daftar Arsip Inaktif paling sedikit memuat

informasi:
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Bagian Kelima

Perlindungan Arsip Inaktif

Pasal 11

(1) Perlindungan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk:

a. menjaga kelestarian Arsip;

b. memperpanjang umur simpan Arsip;

Bagian Keempat

AlihMedia Arsip lnaktif

Pasall0

Alih Media Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Bagian Ketiga

Penyimpanan Arsip Inaktif

Pasal9

(1) Penyimpanan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Arsip Inaktif yang terdapat

dalam Daftar Arsip.

(2) Penyimpanan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan.

(3) Penyimpanan Arsip Inaktif dilaksanakan untuk menjamin

keamanan fisik dan informasi Arsip selama jangka waktu

penyimpanan arsip berdasarkan JRA.

(4) Penyimpanan Arsip Inaktif dilakukan disentral Arsip Inaktif atau

Record Center sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.

k. melakukan uji coba penemuan kembali Arsip; dan

1. melakukan pencetakan dan penjilidan daftar Arsip serta

meminta persetujuan dari Kepala Unit Kearsipan.
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BABV

PENGGUNAANARSIPINAKTIF
Pasal 12

(1) Penggunaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4
diperuntukkan bagi kepentingan Pemerintahan Daerah dan
masyarakat.

(2) Penggunaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk memenuhi kepentingan dalarn kegiatan

perencanaan, pengarnbilan keputusan, layanan kepentingan

publik, perlindungan hak, atau penyelesaian sengketa.
(3)Dalarn hal penggunaan Arsip Inaktif, Unit Kearsipan bertanggung

jawab terhadap:
a. ketersediaan dan autentisitas bagi kepentingan pengguna

Arsipyang berhak; dan
b. keutuhan, kearnanan dan keselarnatan Arsip.

(4) Penggunaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggungjawab Pimpinan Unit
Kearsipan.

(5) Penggunaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip.

c. menjaga kerusakan Arsip dari bencana alarn, bencana sosial,
tindakan kriminal serta tindak kejahatan yang mengandung
unsur sabotase, spionase dan terorisme.

(2) Perlindungan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. membersihkan debu secara berkala;
b. melakukan pengendalian hama terpadu;

c. mengatur suhu dan kelembaban ruangan; dan
d. melakukan restorasi Arsip.
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